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PENGERTIAN DAN RUMUSAN UUD 1945

A. PENGERTIAN UUD 1945

Sebelum Perubahan UUD 1945 

Adalah Keseluruhan Naskah yang terdiri dari:

1. Bagian Pembukaan 

2. Bagian Batang Tubuh 

3. Bagian Penjelasan



TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANG RI

Dalam TAP MPR No.III/MPR/2000

UUD 1945

TAP MPR

UU

Peraturan Pemerintah pengganti UU

P.Pemerintah

Keputusan Presiden

Peraturan Daerah



Batang Tubuh terdiri dari:

• 16 Bab

• 37 Pasal

• 4 Pasal Aturan peralihan

• 2 aturan tambahan



• Bagian Penjelasan meliputi:

• Penjelasan Umum

• Penjelasan Pasal demi pasal



Pada waktu UUD 1945 disahkan PPKI dalam 
sidangnya tgl 18-08-1945 baru meliputi:

Pembukaan

Batang Tubuh

Setelah tanggal 15 Feb 1946 baru ditambah 
dengan yang lainnya.



UUD 1945 =HUKUM DaSAr tertulis

UUD 1945

MENGIKAT

PEMERINTAH

LEMBAGA2 

NEGARA

LEMBAGA 

MASYARAKAT
BAGI SETIAP 

WARGA 

NEGARA

PENDUDUK



 ORANG ASING= orang2 yang untuk sementara atau tetap 

bertempat tinggal di negara tertentu, tetapi tidak 

berkedudukan sebagai warga negara.

 WARGA NEGARA= orang2 yang memiliki kedudukan 

resmi  sebagai anggota penuh suatu negara

 PENDUDUK = warga negara dan orang asing

COBA ANDA BERI CONTOH PENDUDUK, WARGA 

NEGARA, ORANG ASING…?



Selain dari hukum tertulis ada hukum

tidak tertulis = konvensi

 Konvensi adalah aturan-aturan pelengkap yang mengisi 

keksongan yang timbul dalam praktik kenegaraan yang tidak 

terdapat dalam UUD 1945,

Catt; Konvensi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945



Sifat UUD 1945

 Singkat

 Supel



UUD 1945 Setelah Perubahan

 16 BAB

 37 Pasal

 4 Pasal aturan peralihan

 2 ayat aturan tambahan

Catt: namun isinya telah banyak berubah bila 

dicermati 20 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan 

peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.



Pokok-pokok pikiran dalam
pembukaan UUD 1945
 Pokok pikiran pertama : persatuan

 Pokok pikiran kedua     ; Keadlian sosial

 Pokok pikiran ketiga     ; kerakyatan

 Pokok pikiran keempat : Ketuhanan YME, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab



Alinea Pertama
Kemerdekaan adalah hak segala bangsa

Segala bentuk penjajahan harus dihapuskan

Bangsa indonesia perlu membantu bangsa2 
lain

Catt: pokok2 pikiran itu semestinya menjadi 
landasan politik luar negeri indonesia



Kedudukan uud 1945
 Hukum dasar tertulis

 Hukum dasar dan sumber hukum

 Hukum yang menepati lebih tinggi

 Fungsi pengawas



Dalam proses amandemen UUD 1945 sejak Tahun 1999

Ada 5 kesepakatan MPR RI  :

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

2. Tetap Mempertahankan Negara NKRI

3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial

4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal
normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam
pasal2

5. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara Adendum

Adendum= perubahan dilakukan dengan tetap
mempertahankan naskah asli UUD 1945 



Alinea Kedua
 Perjuangan bangsa telah sampai kepada saat yang 

tepat untuk memproklamirkannya

 Kemerdekaan bukanlah akhir dari suatu perjuangan

 Perlu upaya mengisi kemerdekaan :

 Untuk mewujudkan negara merdeka

 Untuk mewujudkan negara bersatu

 Untuk mewujudkan negara berdaulat

 Untuk mewujudkan negara adil 

 Untuk mewujudkan negara makmur



Alinea ketiga
Kemerdekaan yang diperoleh bangsa 

indonesia merupakan berkat rahmat 
Allah Yang Maha Kuasa

Bahwa kemerdekaan bangsa indonesia 
dimotivasi juga oleh keinginan luhur 
untuk menjadi bangsa yang bebas dari 
penjajahan



Alinea keempat
Tujuan negara :

 Melindungi

 Memajukan kesejahteraan umum

 Mencerdaskan

 Ikut melaksanakan ketertiban

Pengaturan oleh UUD

Bentuk pemerintahan republik

Dasar negara




